BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak di Indonesia hanya sah jika dilakukan
melalui putusan pengadilan dan memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti
Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak,
pengangkatan anak ‘harus dilakukan berdasarkan
penetapan pengadilan. Artinya, proses pengangkatan
anak tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya
melalui kesepakatan pribadi, tetapi harus mengikuti
prosedur hukum yang resmi dan sah secara negara. UU
No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007. Proses ini
bertujuan untuk kepentingan terbaik anak tanpa
memutus hubungan darah dengan orang tua
kandungnya. Jika prosedur tidak diikuti, pengangkatan
dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan hubungan
hukum antara orang tua angkat dan anak angkat.
pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2007 merupakan perbuatan hukum yang
mengalihkan anak dari kekuasaan orang tua atau wali
yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat melalui
penetapan pengadilan, dengan tujuan utama untuk
mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai

kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai status nasab
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anak angkat yang tidak jelas asal usulnya, pengangkatan
anak tidak memutus hubungan dengan orang tua
kandung, sehingga tidak termasuk pemutusan nasab,
melainkan  hanya mengalihkan tanggung jawab
perawatan dan nasab pendidikan kepada orang tua
angkat tanpa menghilangkan ikatan darah asli anak.
Pengangkatan anak menurut Pasal 19 PP No. 54 Tahun
2007 tidak dapat dilakukan tanpa melalui penetapan
pengadilan, karena hal ini merupakan bagian dari upaya

hukum untuk:

1. Menjamin perlindungan hak anak,

2. Menjaga kejelasan status hukum anak,

3. memastikan bahwa proses adopsi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

. Dalam perspektif hukum Islam, proses pengangkatan

anak menurut PP 54 Tahun 2007 hanya dibolehkan

sebatas pemeliharaan, perlindungan, dan pemberian
nafkah kepada anak tanpa mengubah status nasab, hak

waris, atau hubungan darah anak dengan orang tua
kandungnya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh
menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam
segala hal, dan tidak memutus hubungan biologis dengan

keluarga asalnya.
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B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan terhadap
calon orang tua yang ingin mengadopsi seorang anak
dengan intensif agar tidak ada kesalah pahaman dan tidak
menyalahgunakan pengangkatan anak seperti memutuskan
nasab atau melanggar persyaratan pengangkatan anak.

2. Hendaknya orang tua angkat dapat memberitahukan asal-
usul dari anak tersebut dengan mempertimbangkan masalah
mental melalui beberapa pendakatan intensif sehingga tidak
menimbulkan masalah mental bagi anak angkat tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data
Pustaka, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun
bukan  suatu = kekeliruan = apabila  peneliti  ingin
mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan
bermanfaat bagi kemajuan Pendidikan pada umumnya,

Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :
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